
  
 

 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 40 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang :  a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat 

yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertambahan 
populasi penduduk, dapat dilakukan melalui penyusunan 
dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; 

  b. bahwa dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 
merupakan acuan dalam pengembangan dan pengelolaan air 

minum di Kabupaten Polewali Mandar; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten 
Polewali Mandar; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2004  

Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
pengembangan sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

 

 

 

 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali 

Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 160); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali 
Mandar 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Tahun 2013 Nomor 2);. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar. 

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

5. RISPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan 
Air Minum pada wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 

6. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya 

disingkat air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber 
air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang 

memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air 
minum. 

7. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air 

yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia 
untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka 

sehari-hari. 

8. Air bersih terdiri dari air bersih perpipaan dan non perpipaan. 

9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air 

minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar 
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 

 

 



11. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat 
SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik 

dari prasarana dan sarana air minum. 

12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan 
membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem 

fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, 
keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan 

yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum 
kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 

13. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya                  

disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik      
negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha 
swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan 

penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air 
minum. 

Pasal 2  

(1) RISPAM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 
sistem penyediaan air minum masyarakat, baik melalui 

sistem perpipaan maupun non perpipaan di daerah. 

(2) Tujuan RISPAM adalah sebagai panduan penyediaan air 
minum masyarakat di daerah. 

(3) Ruang lingkup RISPAM meliputi pengaturan, pelaksanaan, 
dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem 

penyediaan air minum masyarakat di daerah. 

Pasal 3  

(1) Peraturan Bupati tentang RISPAM Kabupaten Polewali 

Mandar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 BAB II : KONDISI UMUM DAERAH 
 BAB III :  KONDISI SPAM EKSISTING 
 BAB IV :  STANDAR/KRITERI PERENCANAAN 

 BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 
 BAB VI : POTENSI AIR BAKU 
 BAB VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN   

  PENGEMBANGAN SPAM 
 BAB VIII :  RENCANA PENDANAAN/INVESTASI 

 BAB IX :  RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN. 

(2) Peraturan Bupati tentang RISPAM Kabupaten Polewali 
Mandar dilengkapi dengan dokumen RISPAM dan Album Peta 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4  

(1) Jangka waktu RISPAM Kabupaten Polewali Mandar adalah 20 
(dua puluh) tahun; 

(2) RISPAM Kabupaten Polewali Mandar ditinjau setiap 5 (lima) 
tahun. 

(3) Peninjauan kembali dokumen RISPAM Kabupaten Polewali 

Mandar dilakukan oleh kelompok kerja yang dikoordinir oleh 
Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 

 

 



Pasal 5  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 Ditetapkan di Polewali 

 pada tanggal 21 Oktober 2013 
 

 BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
 
 

 
         ALI BAAL MASDAR 

 
 
Diundangkan di Polewali 

pada tanggal 21 Oktober 2013    
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 
 

 
ISMAIL, AM 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


